PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ..... TAHUN ....
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

uMuM

Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan kepada pemerintah dan
segenap bangsa Indonesia cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan penyelenggaraan pemerintahan utamanya adalah untuk: (1) Melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan
umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur Republik Indonesia, agenda pembangunan harus
dapat mendistribusikan kesejahteraan kepada seluruh komponen bangsa. Sejalan dengan
hal tersebut, pembangunan pertanian harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
kepada Petani. Sebagai negara agraris, Indonesia perlu memastikan Petani memperoleh
kedudukan dan perhatian yang memadai sehingga kinerja sektor pertanian dalam
pembangunan nasional berjalan seperti yang diharapkan. Seiring dengan kontribusi besar
yang telah diberikan serta berbabagai tantangan yang dihadapi oleh Petani dalam
mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan, perlu suatu upaya untuk
melindungi dan memberdayakan petani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi
merupakan kebutuhan yang relevan dan mendesak bagi terwujudnya cita-cita

pembangunan di Kabupaten Kebumen.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2



Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan
menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib

serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri

dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan
manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup

Petani.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-

sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan
memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang
didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh

Petani dan masyarakat.



Huruf g
Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan
kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai

dengan kemampuannya.

Huruf h
Yang dimaksud dengan ‘“asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten
dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan

dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.



Huruf e
Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu nama, Nomor Induk
Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status
pengusaan lahan.

Huruf f
Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha
Tani.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kalimat “rencana pembangunan pertanian”
merupakan perencanaan pembangunan di sector pertanian dalam arti luas
yang terintegrasi dan/atau menjadi bagian dari dalam dokumen perencanaan
pembangunan Daerah.

Huruf ¢

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 6
Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program



Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku

Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin
terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa”
adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang
diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau
ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau
rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf



Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup
layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Pelibatan Penyuluh dan Petani dalam perencanaan Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas
keterbukaan, dan asas keterpaduan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” adalah
peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan,

dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Pasal 10

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan usaha tani” adalah merupakan prasarana
transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan
ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana
usaha tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari
lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/pengumpulan atau
tempat lainnya. Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah adalah jalan
yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat
penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian Yang
dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air
sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi. Yang dimaksud

dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang



berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang
dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan
air untuk sawah dan ladang para petani akan terjamin. Yang dimaksud dengan
“embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi
surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pemanfaatan lahan paling luas 1 (satu) hektar”
adalah pemanfaatan lahan yang diberikan kepada Petani penggarap atau
Buruh Tani. Yang dimaksud dengan “Petani penggarap” adalah Petani yang
menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Yang dimaksud
dengan “Buruh Tani” adalah seseorang yang bekerja dibidang pertanian
milik orang lain dan memperoleh upah dari hasil kerjanya.
Ayat (4)



Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran
kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu,
baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh
daerah terhadap produksi pertanian sesuai harga dasar yang ditetapkan.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang
wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti
program pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22



Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘“serangan OPT” adalah serangan organisme
pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang,
dan penyebarannya sangat luas dan cepat.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “perubahan iklim“ adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga
menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global, dan selain itu,
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun
waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan
meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir,
tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap
penurunan produksi Pertanian.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran
premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi
Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Bantuan
premi asuransi tersebut berasal dari APBD yang dibayarkan sampai
dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar
preminya sendiri.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.



Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua

faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang

dihasilkan.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 36
Huruf a
Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara
bersama-sama menghasilkan ide pemecahan masalah spesifik di bidang
teknologi, yang dapat berupa produk/proses, atau penyempurnaan dan
pengembangan produk/proses, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri idenya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
untuk melaksanakannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan
terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui
kegiatan pemuliaan tanaman.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d



Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Ayat (1)

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha
agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya,
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,
dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi
lingkungan hidup. Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan
agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas
Pertanian sesuai dengan standar mutu. Pendampingan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara
intensif untuk satu kegiatan pioritas yang hasilnya menjadi indikator
pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi penerapan

teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk



komoditas program-program prioritas; pengembangan (peningkatan kelas
kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan
Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK).

Ayat (2)

Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan
kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh
swasta, maupun penyuluh swadaya. Penyuluh terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu
penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya.
Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan
organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan
kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia
usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang
penyuluhan. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam
usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri

mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 46

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.



Huruf b
Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi
gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan
kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.
Huruf ¢
Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan
listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.
Huruf d
Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan
pembebasan biaya perizinan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian
dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang
dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk
melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.
Pasal 48
Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah adalah kerjasama dalam
keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50



Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah
diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan
karakteristik Usaha Tani.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Tanah Negara Bebas” adalah tanah yang langsung
dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu,
sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan
peraturan perundang-undangan terkait bidang pertanahan.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan
teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan
Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan
lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf ¢



Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaaan cuaca
dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam
dan masa panen.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam Gabungan Kelompok Tani, termasuk juga Gabungan Kelompok Peternak

merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok peternak dalam satu atau beberapa



dusun, desa/kelurahan; dalam satu atau beberapa kecamatan; atau dalam satu kabupaten
yang menjadi anggota gabungan kelompok peternak.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Kelembagaan petani lainnya merupakan kelembagaan petani selain ketiga
di atas, yang kemanfaatannya diperuntukkan bagi petani, dan dibentuk oleh
petani. Kelembagaan petani lainnya dapat berupa Kelompok Tani Nelayan
Andalan (KTNA), Persatuan Petani Sukses Interlokal (PPSI), Persatuan
Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), Lembaga Masyarakat Desa
Hutan (LMDH), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan
sejenisnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas memfasilitasi anggota dalam
mengakses sarana produksi agar dapat menjadi penjamin (avalis) dan sekaligus
sebagai penyedia informasi dan melakukan alih teknologi.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74

Huruf a



Yang dimaksud dengan “lembaga perbankan” adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
Huruf ¢
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unit khusus Pertanian” adalah divisi atau bagian yang
secara khusus menangani bidang pertanian dari BUMD bidang perbankan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit
dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat. Yang
dimaksud dengan “persyaratan lunak™ adalah persyaratan yang dapat dipenuhi
Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa
agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai
dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian. Penerapan prosedur mudah
dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku
secara umum dalam praktik perbankan.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.



Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.



